
 
 

107 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Sumber Buku 

Ali Chomzah, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak 

Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat dan 

Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002. 

 

A P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Tanah Dan Konfersi Hak Milik Atas 

Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1988. 

 

Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-

Unsurnya, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995. 

 

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 

Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983. 

 

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi 

dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999. 

 

_____________ , Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 

2005. 

 

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2009Dyara Radhite Oryza Fea, Panduan Mengurus 

Tanah Rumah Dan Perizinannya, Legality, Bandung, 2019. 

 

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum, 

Fakultas Hukum USU, Medan, 2010. 

 

Elvino Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, Simbiosa 

Rekatama Media, Bandung, 2010. 

 

Hasan Basri Nata Manggala Dan Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak 

Atas Tanah, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2004. 

 

Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 1995. 



108 
 

 
 

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, 

Jakarta, 2005. 

 

Kasman Siburian, Kajian Yuridis Pembatalan Sertifikat Ganda: Studi Kasus 

Putusan PTUN No. 53/G.TUN/2005/PTUN-MDN, Lembaga Penelitian 

Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011. 

 

M Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum 

Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004. 

 

Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, 

Republika Penerbit, Jakarta, 2008. 

 

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, 

hlm. 158 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 

Jakarta, 2008. 

 

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah 

Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan 

Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. 

 

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jutimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1990. 

 

Sahman, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. 

 

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2013. 

 

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 

 

S Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Grasindon, Jakarta, 2005. 

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. 

 

Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 

1998. 

 

Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 

 

Sutedi, Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 

 



109 
 

 
 

Syafruddin Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan 

Permohonan Di Kantor Pertanahan, Grasindo, Jakarta, 2005.  

 

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah,  Kencana Prenada 

Meida Group, Jakarta, 2005. 

 

__________ , Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana,  Jakarta, 

2011. 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional 

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 

Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaaan.  

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. 

Surat Kepala BPN No. 500-2147 Tanggal 19 Juli 2000 tentang Kelengkapan 

Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Atau Sertifikat. 



110 
 

 
 

 

C. Sumber Lainnya 

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 594/1960 tanggal 30 Mei 1963. 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 137/G/2017/PTUN.BDG. 

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 

144/B/2018/PT.PTUN.JKT. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/K/TUN.2019. 

Laporan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 375/Sukamaju 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Noviasih Muharam, 2015, Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Jurnal 

Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vo.10, No.1.  

Antonius Alreza Pahlevi, Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan 

Prosedurnya,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee

0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-

prosedurnya/, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.  

Mikha C H Kaunang, 2016, Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Lex Crimen Vo. 

V, No. 4.  

Anisa Rahma Hadiyanti, et.al, 2017, Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa 

Kepemilikan Hak Atas Tanah, e-Journal Lentera Hukum, Vo.4, Issue 

3. 

Anak Agung Istri Diah Mahadewi, 2013, Pengaturan Prosedur Pembatalan 

Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Merupakan Barang Milik Negara, 

Jurnal Magister Hukum Udayana, Vo.2, No.3.  

Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar 

Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek 

Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Auri, 2014, Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka 

Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. Jurnal Ilmu Hukum Legal 

Opinion, Vo.2, Ed.1. 

 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5e6b341f2ecd6/mitra/lt4c452c9c1a7d2/antonius-alreza-pahlevi-m--sh--mh
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/

